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Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan bagian pentfing dari pelayanan publik
yang melibatkan hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien.
Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik
karena dapat menimbulkan sengketa medis akibat perbedaan persepsi
mengenai tfindakan medis yang dilakukan. Seiring berkembangnya
feknologi kesehatan dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakaf,
persoalan sengketa medis sering muncul, terutama ferkait perlindungan hak
pasien dan tanggung jawab fenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan
mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memberikan perlindungan
hukum yang seimbang bagi pasien maupun fenaga kesehatan. Perubahan
regulasi darl Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menuju Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 juga membawa perubahan terhadap lembaga
disiplin profesi, dari Majelis Kehormatan Disiplin - Kedokteran Indonesio
(MKDKI) menjadi Majelis Disiplin Profesi (MDP), yang memiliki cakupan
kewenangan lebih luas dalam penyelesaian sengketa medis.




Penelitian Terdahulu

« Penelitian oleh Tarisha Desyandara dkk. membahas perlindungan hukum
dan pertanggungjawaban tenaga medis dalam sengketa medis, namun
belum mengkaji perkembangan kewenangan lembaga disiplin profesi

} pasca berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.

« Penelitian oleh Kastania Lintang dkk. berfokus pada kewenangan MKDKI

berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004, tetapi masih terbatas pada rezim

} hukum lama dan belum membahas perubahan kelembagaan menjadi
MDP.

 Penelitian oleh Annisa Fitria dkk. membahas sifat rekomendasi MDP
dalam proses hukum, namun belum melakukan perbandingan secara
} komprehensif antara MKDKI dan MDP beserta implikasinya tferhadap

kepastian hukum.
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Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelifian ini bertujuan menganalisis perkembangan kewenangan lembaga
disiplin profesi dari MKDKI ke MDP berdasarkan perbandingan UU No. 29/2004
dan UU No. 17/2023 serta implikasinya dalam penyelesaian sengketa medis.
Penelitian ini juga menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap hak
pasien melalui MDP.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
perubahan kewenangan MDP dalom penyelesaian sengketa medis dan
perlindungan hukum terhadap hak pasien berdasarkan UU Kesehatan yang
berlaku.




Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan pengaturan kewenangan Maijelis Disiplin
Profesi dalam penyelesaian sengketa medis?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak pasien dalom

penyelesaian sengketa medis yang dilakukan oleh Majelis Disiplin
Profesie
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Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatit dengan pendekatan
perundang-undangan dan  pendekatan  konseptual. Pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, sedangkan pendekatan konseptual
digunakan unfuk memahami konsep perlindungan hukum pasien dan
penyelesaian sengketa medis. Bahan hukum yang digunakan melipufi
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi
kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara
kualitatit dengan metode deskriptit dan penarikan kesimpulan deduktit.




Perubahan Pengaturan Kewenangan MDP

Perubahan kewenangan lembaga disiplin profesi dalam penyelesaian
sengketa medis terjadi setelah berlakunya UU No. 17/2023. Sebelumnyq,
penegakan disiplin dilakukan oleh MKDKI yang hanya berfokus pada dokter
dan dokter gigi. Setelah hadirnya MDP, memperluas cakupan kewenangan
seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan sehingga sistem disiplin profesi
menjadi lebih terintegrasi dalam pelayanan kesehatan nasional.

Perubahan juga terlihat pada bentuk kewenangannya. MKDKI berwenang
menjatuhkan sanksi administratif, sedangkan MDP lebih berfokus pada
evaluasi dan pemberiaon rekomendasi profesional. Kehadiran MDP
diharapkan dapat memberikan penilaian objekiif sebelum sengketa medis
dilanjutkan ke jalur perdata maupun pidana.
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Perbandingan Kewenagan MKDKI & MDP (UU No. 29/2004 vs. UU No. 17/2023)

Sub Indikator UU No. 29/2004 UU No. 17/2023
Majelis Kehormatan Displin Kedokteran e e .
Nama lembaga Indonesia (MKDKI) Majelis Disiplin Profesi (MDP)
Kedudukan lembada Lembaga otonom di bawah Konsil Dibentuk oleh Kementerian dan dalam
g Kedokteran Indonesia (KKI) sistem Kementerian Kesehatan
Ruang lingkup kewenangan Dokter dan dokter gigi Tenaga medis dan tenaga kesehatan
Orientasi kelembagaan Pada perlmdungan profesi dan disiplin Pada perlindungan pasien dan mutu
internal pelayanan
Menjatuhkan sanksi disiplin administratif Memberikan rekomendasi profesional atas
Bentuk kewenangan - .
kepada dokter dan dokter gigi dugaan disiplin

Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat adanya pergeseran dari sistem disiplin profesi
yang bersifat internal menuju sistem yang lebih terintegrasi dengan pelayanan kesehatan
nasional. MDP tidak hanya berfungsi menjaga disiplin profesi, tetapi juga mendukung
perlindungan pasien dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Namun, rekomendasi
MDP yang fidak mengikat masih menimbulkan tantangan dalam kepastian hukum dan
koordinasi antar lembaga pada penyelesaian sengketa medis.
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Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien

Perlindungan hukum fterhadap hak pasien merupakan bagian penting dalam
sistem pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Pasien sering berada pada
posisi yang lebih lemah karena keterbatasan pengetahuan medis dan
ketergantungan pada tenaga kesehatan, sehingga rentan dirugikan akibat
kesalahan atau kelalaion medis. Oleh karena itu, negara berkewaqjiban
menjamin hak pasien melalui pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,
serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum.

Selain untuk penyelesaian sengketa, perlindungan hukum pasien juga
bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Penyelesaian
sengketa medis harus mampu memberikan keadilan bagi pasien sekaligus
menjadi sarana evaluasi terhadap mutu pelayanan tenaga medis dan
tenaga kesehatan.
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Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Pasien (UU No. 29/2004 vs. UU No. 17/2023)

Sub Indikator UU No. 29/2004 UU No. 17/2023
Sifat Putusan Administratif dan internal profesi Rekomendasi profesional
Jenis sanksi Saknsi administratif dan disiplin Peringgrtsys,I?F;anqgijnpslgizbutan
Orientasi perlindungan Fokus pada disiplin profesi Fokus pada hak dan keselamatan pasien
Kepastian hukum Putusan sering dijadikan acuan R tidﬁggrgzinjadi L]
Implikasi bagi pasien Pemulihan kerugian terbatas Akses keadilan lebih terbuka

Berdasarkan tabel tersebut, UU No. 17/2023 memberikan perlindungan hukum yang lebih luas
bagi pasien dalaom penyelesaian sengketa medis. Pasien dapat mengajukan pengaduan
kepada MDP dan tetap menempuh jalur hukum lain jika merasa dirugikan. MDP juga berperan
memberikan penilaian profesional awal terhadap dugaan pelanggaran disiplin fenaga
kesehatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam koordinasi
antar lembaga dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa
medis.
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Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perubahan
kewenangan dari MKDKI ke MDP menunjukkan penyelesaian sengketa
medis yang lebih ferinfegrasi dalam sistem hukum kesehatan nasional.
Kehadiran MDP membantu memberikan penilaian profesional sebelum
perkara masuk ke pengadilan, Namun rekomendasinya yang tidak bersifat
mengikat masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh
karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas, penguatan kerja sama
antar lembaga, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak
pasien dan mekanisme penyelesaian sengketa medis agar perlindungan
hukum dapat berjalan optimal.
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